
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTI'SA!8 I(OI4ISI PET4ILIHAII I'HI.IIII
PR,OVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29.ATAHUN 2OO7

TENTANG

PEMAI{TAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
NUSA TEI{GGARA BARAT TAHUN 2OO8

XOIIII$ PEiIILIHAN UiIUM PROVINSI NUSA TENGGARA B'IRAT

Irlenimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113, dan 114 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lo Pasal 115, Pasal
116. Pasal 117. Pasal 118, Pasal 119. Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122
Peraturan Pemerinbh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapatkan akrcditasi
dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi tbmilihan Umum Prwinsi Nusa T€nggara tsarat tentang pemantau

Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008.

Mengingat ; 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyag Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Raky?t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pen rakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Pen,akilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik hdonesia Nomor 4310);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tenbng Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Uhdang Nomor I Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
I'lomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32
Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undarq
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan
Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20(X Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4370);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pernerinbh Nomor 25 Tahun 2007
tentaflg Perubatlan Kedua atas Peraturan Pernerinbh l{,omor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4719);
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8. Keputusan Komisi. Femilihan umum l$omor 33 Tahun 2002 tenEng Kode Etik
Pelaksanaan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 hhun 2007 tentang pedoman
Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah.

10. Keputusan Komisi Femililmn Umum Frovinsi l,lusa Tenggara Barat Nornor 26
Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan ladwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggdl 22 Oktohr2007

TIIEMUTUSKAN

irlenetapkan KEPUTUSAN KOMIST PEMILI}IAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG PEMANTAU PEMIUHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKTL GUAERDTUR !IT.|6J[ TEN@ARA BARAT TAHU!} 2q}&

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keprtusan int, lang dimaksud dengran:"

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubemur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Z. Komisi Femilihan Umum' Provirsi ltusa Tenggara Barat, selanjutnp disebut KFU Proyinsi adatah
Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7
UndangrUndang Nomor 22 Tahun 2007 tenbng Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU

Kabupaten/Kota adalah bagian dari pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
di Ungkat Kabupaten/Kota;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur
pelaksana Pemilihan Umum di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara
yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

5. Tenrpat P. emungutan. Suara yang relanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya
Pemungutan Suara;

5. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Akd&asi adalah penrberian ijin tertulis oleh l(ornisi Femilihan Umurn P. rovinsi lfusa Tenggara Barat
berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
BaratTahun 2008;

B. Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum adalah Prinsip - Prinsip Dasar Etika Pemantau dalam
pelaksanaan pemantauan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;

9, remilih adalah Warya Negara Republik Indonesia (WMRI) yang pada hari dan tanggal pefi:RlnguE$
suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih yang
dibuKikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau
sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih;

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, PaniUa

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas
hmilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2007.
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BAB II
TATA CARA MEII'ADI PEMANTAU

Pasal 2

(1) KPU Provinsi memberitahukan dan atau rnengumumkan pendaftaran pemantau pemilihan;

(2) Pemanbu Pemilihan wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akeditasi dari KpU provinsi;

Pasal 3

Pemantauan Pemilihan dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki akta pendirian
serta teHr ter6fbr di Instami fdng brwenaflg ddn Lembaga fdng berbadan Hukum mam Negeri.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan:
a. bersifat independen;
b. nempurryat sumbertrdna fdng Jetaq
c. Tedaftar di KPU Provinsi.

Pasal 5

(l) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi, Pemantau Pemilihan mengisi formulir
pendaflaran yang disediakan oleh KPU Provinsi;

(2) Pengembalhn formulir pendaftaran s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a. Akte Perdirian
b. Telah terdaflar di Instrnsi yang berwenang;
c. Proposal.

(3) Proposal <et'.garnana dimaksld dalam ayat (? truruf c berisi :
a. Jumlah Anggota Ftsmantau
b. Alokasi Anqgota Pemantau
c. Daerah yang ingin dipantau
d. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Pemanbu yang dilampiri 2 (dua) lembar fas foto terbaru

ukuran 4x6 berwarna.
e- Susnber dana

Pasal 6
(1) KPU Provinsi meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemanbu pemilihan yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat
akreditasi;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi dapat membentuk
Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Pemantau Pemilihan harus menyampaikan Laporan Hasil Pemantauannya kepada KPU Provinsi
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

Pemantau Pemilihan wajib mematuhi Peraturan Perundang - UMangan;

Pemantau Pemilihan yang Udak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dicabut haknya sebagai
pemantau Pemilihan dan atau dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang - urdangan.

BAB III
TATA CARA PEMANTAUAII

Pasal 8

Dabm rnelatsanakan hjgEs pemdnbuan pEmilih'dn, setiap anggota lemtaga Emanbu kdrus
rnemakai Kartu Tanda Pengenal Pemantu Pemilihan yang diberikan KPU Provinsi;

Format Karhl Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pemantau Pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan
dengan Pemilu serla dengan memperhatikan Kode Etik Pemantau Pemilihan
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Pasat 9

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan, Pemantau mempunyai hak :

l) mendapat akses keseluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) mendapatkan p€rlindungan hukum dan keamanan ;

3) menganrati dan nengumpulkm infonnasi proses peffisanaan Pemifu dart tatrdp avr"dt sampai trlap
akhir;

4) berada di lingkungan TPS pada hari dan bnggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses
pemungubn dan penghitungan suara sesuai dengan ketenh.lan;

5) mendapat akses informasi dari KPU ProvinsyKabupaten/Kota, ppK. pps dan KppS.

e) merqgunakan peAengkapan ffItuk mendokurnentasitan kegiatan perTrantauan sepanjanq ffiibn
dengan pelaksanaan Pemilu;

7) melaporkan setiap pelanggardn Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 10

Pemantau Pemilihan memtrlm/at k€x€jitEn:

1) mematuhi Kode EUk Pemantau Pemilihan;

2) mematuhi perminban dari petugas yang benrvenang untuk meninggalkan abu tidak memasuki
daerah atau tempat tertentu atau unhjk meninggalkan tempat pemungubn suara atau tempat
penghitungan suara dengan alasan keamanan.

3) nxmrtiayai secara nrandiri elanra kqiatan pemanbtrdn bertangisung;

4) membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas
Pemilu;

5) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suard kepada KPU
Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kob sebelum pengumuman hasil p€mungutan suara;

6) mengrhormati p€rdn, kedu&rkan, dafl wewenang PoqrelenggErd Pemitu serE mernrnjukkan sikap
hormat dan sopan k@ada penyelenggEra Pemilu dan kepada pemilih;

A mehksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;

8) memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secaG sistematis, akurat
dan dapat diverifikasi;

9) mebporkan seturuh hasil pemantudn Pernifu sffira terh.,lis kepdda Kru Provinsi.

Pasal 11

Pemantau Pemilihan dilarang :

1) melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Penyelenggara
PemthJ s€rta ffi dan kewajhan pemitih;

2) melakukan pemantauan yang betsifat menghambat jalannya pemilihan;

3) menunjukan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;

4) menggunakan seragam, wama atau atribut lain }rang memberi kesan pendukung atau menolak
peserh Pemilu;

t menerima pemberian ahu fasilitas apapun dari perrta Pemilu;

6) mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilu dan peserta
Pemilu;

7) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan
pehJgas;

8) membawa s€njata api, enjata tajam atau bahan /alat peledak selama melakukan tugas
pemantauan ;

9) berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tangEal pemungutan suara dengan tujuan
mempengaruhi suaranya abu dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu
jalannya proses perrun$rhn suara ddn penghitungan $rard serb masuk secard tiffi syah k#drn
bilik pemberian suara;

10) menyampaikan pengumuman atau pemyaban yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
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11)

12)

melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;

menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan hasil
pernantauan Pemils kepada Kru ProrimilKabupaterrlKota.

BAB IV
PENCABUTAN HAK MEITI'ADI PEIIIANTAU PEMILIHAN

Pasal 12

(1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut
haknya sebagai pemantau pemilihan oleh KPU Provinsi

(2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Provinsi
wajib mendengarkan penjelasan dan klarifikasi dari pemantau pemilihan;

(3) KPU Provinsi m€netapkan keputusan pencabufan hak sebagai pemanhu pemilihan terhadap
pemantau pemilihan yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Provinsi berdasarkan Rapat
Pleno KPU Provinsi;

(4) Pemantau Pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan tidak diperkenankan lagi
untuk:
a nEnggunakan atribut pefiantau pemilihan dan ;
b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada huhtngannya dengan pemantauan pemilihan.

BAB V

IGTEI{TUAI{ IAIN - LAIN

P.crI 13

l(ode Edk Pemantau Pemilihan sebagaimana Erlampir merupakan b4ian yang Udak terpisahkan dari
l(epufiJsan ini.

Pasal 14

flal - hat tang belum eJi.ttw dabrn rcp(*usan ini, akan diatur lebih hn;t* oleh Kru Provind NTB.

BAB VI

KETEIITUAII PENUTUP

Pasal 15

l@utusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dhdakan perbaikan sebagaimana mestinfa.

Di tetapkan di lvlatararn
Pada tanggal 22 Oktober 2007

LIHAN UMUM
GGARA BARAT

FIKRI

o
0.
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[ampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
Nomor : 29 A Tahun 2007
Tanggal : 22 OlftotFJjr 2007

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non Partisan dan Netral
Fbmantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (Inpa6ial).

2. Tanpa Kekerasan
Pemanhu Pemilihan tidak melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun fsikis.

3" Menghormati Perahlran Perurdang:urdangEn
Pemantau Pemilihan menghormau segala perafuaran perundang-undarEan yang berlaku.

4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggurE jawab.

5. Integrifas
Pemantau Pemilihan tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan
kewajiban penydenggara penrilu dan pentilitr-

6. Kejujuran
Pernantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektlf
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan fujuan pemantauan.

8. Kooperatif
Pernantau tidak rnenggiang,gu penyehngrgaraar! pernils dalam rnelaksanaloo. hrg6s p€rnantauar'$}rd..

9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data,
analisis dan kesimpulan be*aibn dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga rahasia dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah
t€rlebih dahufu mdaportonnya t<epaaa KPU Prorrinsi.

11. Kemandirian
Pemantau Pemilihan mandiri dalam pelaksanaan tugEs pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan
dari penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.

12. Komprehensif dan Relevan
Pemanbu berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan
mefnperhatkaft faktor{aktor yang relsan yang keselwuhannfa dilaporkan kepada KPU Provir6i.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

HAN UMUM
ARA BARAT

fu
:l

LY FIKRI
C)T

6

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau pemilihan dalam melaksanakan
pemalntau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008:
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Lampiran : Keputusan KPU Provinsi NTB
Nomor 29.A Tahun 2007

*
"'> )\siiif

PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERI{UR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OO8

t"
D
2008

PEMANTAU

NAMA LEMBAGA PEMANTAU

NOMOR AKREDTTASI

AI-AMAT LEMBAGA

NAMA ANGGOTA

ALAMAT

WIIAYAH

NTB

H.MAHALLY FIKRI

PAS FOTO

7
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Berdasarkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggar:a Barat Nomor Tahun 2AOg

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 2008

M

I

RP

E1

8

II I I

FIKRI

DENGAN INI MEMBERIKAN:

I I

KEPADA:

I

r
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Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi ttTB
Nomor 29.A Tahun 2008
Tanggal 22 Oktober 2008

NO TEMBAGA PEUANTAU ALAMAT KETERANGAN

1.

2.

Ditetapkan di : FfaEram
pada tanggal : 22 Oktober 2008

KOMISI PETUIILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

H. NfrAHALLY FIKRT

9
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Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 20og

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

H. MAHALLY FIKRI

P
SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU

MUM GUBERNUR DAN WAKIL GU
TENGGARA BARAT TAHUN

RAKYAT }NGAN PENDIDI

I I I I

10

DENGAN INI MEMBERIKAN:

I

KEPADA:

I II

r
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Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. MAHALLY FIKRI

D

I

P
SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL G

TENGGARA BARAT TAHUN

SERIKATPEMANTAU PIL

I I I I

t1

I

KEPADA:

II

3SWI

Mataram, 24 Maret 2008

KETIXA,
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Lampiran : Keputusan KPU Provinsi NTB
Nomor 29.A Tahun 2007

PEMILIHAN UMUM
GUBERIIUR DAI{ WAKIL GUAERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OO8

PEMANTAU
KPU NTB

NAMA T.EMMGA PEMANTAU

NOMOR A(REDIIASI

ATAMAT I,"EMBAGA

NAI'A AN@TA

ALAMAT

WITAYAH

NIB

H.MAHALLY FIIGI

PAS FOTO

t2
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PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2OO8

KETUA
KELOMPOI( PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

NAMA

TPS NO

DESA/KEL

KECATVffiI'AI\T

r(AB/KOTA

PROVINSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA/

TTD

H. MAHALLY FIKRI

I J
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PE]UIILI}IAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2OO8

KOMISI PEMIUHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

TTD

H. MAHALLY FIKRI

KEAMANAN
TETIPATPEIUI U NGUTAN SUARA

NAMA

TPS NO

DESA/KEL

KECAMATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

t4

,
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PEiIILIHAN UMUIU GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2OO8

SAKSI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NAMA

TPS NO

DESA/KEL

KECAMATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

KOMISI PEMILI}IAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

TTD

H. MAHALLY FIKRI

15
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PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
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